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ana Talangan
UD Bukan untuk

ipan-Pinjam

L

Negara (Bali Post) -
Kritikan terkait kinerja KUD dari kalangan DPRD mendapat tanggapan
Bupati I Putu Artha. Bupati sepakat perlu adanya penguatan dan pengem-
balian fungsi KUD yang belakangan sudah beralih dari fungsi awalnya. Bu-
pati mengatakan selama ini Pemkab tetap menganggarkan dana talangan
bagi sejumlah KUD senilai Rp 5 miliar guna membeli gabah petani. Namun
dana itu untuk antisipasi ketika harga gabah anjlok saat panen raya.

“Tetapi dana itu
harus dibarengi
dengan komit-
men para pelaku
untuk membantu

petani saat panen
* raya, agar tidak terjadi
masalah (harga anjlok),”
terangnya, Jumat ke-
marin. Karena itu'dana
tersebut diberikan saat
panen raya antara bulan
April dan Mei. Pemkab
enggan mencairkan awal
ke KUD, khawatir dana
itu tidak dimanfaatkan
dengan benar. “Dana.
itu kan untuk membeli
. gabah petani, bukan un-
tuk simpan pinjam,” tan-
das Arthe. :
Kendati demikian,
petani seringkali men-
. geluh saat panen ketika
menyerahkan gabah
ke KUD, dikatakan
gudang penuh, lantai
*" jemur terbatas hingga
alasan kaping habis. Kalau
saja memang KUD punya

Soby, 26 Marek 2015
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iktikad, hal itu bisa terpenuhi.
Apalagi, akan ada program
baru dari pemerintah pusat
menggelontorkan pupuk dan
bibit lewat KUD. Kalau KUD
tidak diperbaiki dan tidak ada
niat membantu petani justru’
akan berorientasi bisnis. “Dika-
takan pupuknya habis, bibit
habis. Lalu'ada pengurus yang
punya toko, diarahkan mem-
beli ke sana,” tambahnya. :
‘Menurutnya, dana talangan
itu harus dimanfaatkan sesuai
kebijakan untuk melindungi
petani dari anjloknya harga
gabah saat panen raya. Bupati
bahkan sempat hendak meng-
hapus dana talangan itu, lan-
taran ternyata belum langsung
dirasakan petani. Justru yang
terpenting adalah pengua-
tan KUD saat ini, bagaimana -
mereka bisa memberdayakan
yvang ada. Apalagi selama
ini Bupati juga tidak pernah
mendapatkan laporan pertang-
gungjawaban penggunaan
dana talangan itu walaupun
setiap akhir tahun sudah ada

Saptv, 28 Maret 20|5

7

pengembalian. {
“Harus dibuatkan pertang-
gungjawaban. Subak mana saja
beli gal;‘zl, ditampung ke mana.
Sampai saat ini saya tidak
pernah mendapatkan, mung-
kin sudah melaporkan tapi
ke mana,” tambahnya. Dana

- talangan dengan bunga nol

persen bersumber dari APBD
itu menurutnya kapanpun
bisa dicairkan. Namun Bupati
berharap agar dana tersebut
dimanfaatkan dengan baik.
Diberitakan sebelumnya, Ketua
DPRD I Ketut Sugiasa meminta
agar roh KUD dikembalikan
untuk kepentingan petani.
Selama ini, terjadi pergeser-

an fungsi KUD, bahkan para
petani yang menjadi anggota

terpinggirkan. Pengurus juga

bukan dari kalangan petani,
bahkan dana talangan justru
digunakan untuk simpan pin-
jam di luar anggota. Hal ini jus-
tru melemahkan fungsi KUD
vang dari awal memang un-
tuk menyejahterakan petani.
(kmb26) ;
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Dirancang Badan Pengelola Besakih

Pemkab
Minta Bagial

38 Persena

Amlapura (Bali Post) - ¥
Pemkab Karangasem berencana membentuk badan pengelola (BP) untuk

mengelola objek daya tarik wisata (ODTW) Besakih. Dalam rancangan yang

diajukan ke dewan, Pemkab Karangasem minta bagian 58 persen dan pihak
Desa Besakih diberi 42 persen. Hal itu disampaikan adisbudpar Karangasem
 Drs. Wayan Purna, Jumat (27/3) kemarin di Karangasem. Rancangan ini berbeda
. dengan yang diajukan pihak Desa Besakih. Rancangan pembagian hasil bersih
‘pendapatan Pemkab Karangasem 55 persen dan pihak Besakih minta 45 persen.
“Itu masih rancangan yang dibuat masing-masing. Tentunya kedus rancangan
akan dirembukkan kembali, guna bisa tercapai kesepakatan,” kata Purna.

Dia mengatakan, ODTW tungkan. . pa,laig; selama ini
Besakih selama ini belum dari pengelolaan OTDW itu
dikelola dengan BP. ODTW tidak mendapatkan bagian

ucian pura kahyangan jagat
itanl.‘Karena itu, lanjut Purna,
banyak pihak mewacanakan

Besakih banyak dikeluhkan

pramuwisata dan wisatawan.

lewat media sosial atau inter-
net. Sebelumnya telah diben-
tuk tim penataan OTDW
Besakih dengan ketuanya Ca-
mat Rendang. Namun masih
saja ada protes yang tak
| mengenakkan dari pengun-
Jjung karena diperlakukan
tak menge perasaan.
Seperti diperas atau ditipu.
Hal ini dikhawatirkan bakal
merusak citra ODTW Besakih.
Bahkan dikhawatirkan bisa
mendegra-  dasikan kes-

agar OTDW itu dikelola BP,
seperti ODTW Tanah Lot.
Dari hasil studi banding
Disparsenibud Karangasem
melibatkan pihak desa Besaki,
dan pihak terkait, semuanya
sepakat ODTW Besakih agar
diran- eang
dikel- ola BP.
Pihak pra.-
juru di Be-
sakih juga
setuju
kar-
ena
diun-

langsung dari yetribusi yang
masuk. Namun memang
sudah mendapatkan ADD,
serta pihak desa pakraman
Besakih juga mendapatkan
bantuan sosial dari PHR Ba-
dung. “Pihak Besakih sudah
~ setuju ODTW Be-
sakih dikelola BP,”
katanya. T
Nantinya
BP itu dia-
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tur dalam bentuk Peraturan
‘Bupati (Perbup). Ketua BP
Bupati sendiri dan ditunjuk
ketua operasional. Semen-
tara, pembagian pendapa-
tan dengan persentase yang

disepakati, setelah dipotong -

biaya operasional.
Keuntungan nantinya di-
harapkan setelah dikelola
BP, pengelolaan menjadi
lebih profesional. Pihak desa
mendapatkan pembagian
dari hasil pemasukan retri-
busi dan parkir sesuai kes-
epakatan dan bersih setelah
dipotong pengeluaran untuk
operasional. Diharapkan den-

gan dikelola BP, Besakih men- -

jadi lebih tertata. Tak seperti
selama ini, pedagang sampai
merangksek sampai ke bagian
hulu pura, yang seharusnya
dijaga sebagai kawasan suci.
Nantinya diharapkan tak ada
pedagang acung merang-
sek sampai ke hulu pura.
Bahkan, di-
‘harapkan
tak ada tu-

DIIZINKAN - Wisman kerap diizinkan masuk sampai ke jeroan Pura Besakih.

Sabtv, 28 Marek Zols

\Z

kang ojek, tukang penyewaan
payung yang menipu atauw
orang menyewakan selendang

- sembarangan.

Dari pengelolaan retribusi
karcis masuk di ODTW Be-
sakih ,selama ini, pendapa-
tan Pemkab berkisar Rp 1,1
miliar sampai Rp 1,2 miliar
per tahun. Target ke depan
akan ditingkatkan, kalau
sudah dikelola BP. Nantinya
pendapatan asli daerah dari
sektor pariwisata dirancang
menjadi andalan. Selama ini
andalan PAD dari galian C
yang merupakan sumber daya
alam tambang yang tak bisa
diperbarui dan cenderung
merusak lingkungan.

Dari hasil studi banding
ke BP Tanah Lot, pendapa-
tan jauh melonjak dan men-
guntungkan setelah OTDW

~ itu dikelola BP diband-

ingkan sebelumnya. “Dari
ODTW Tanah Lot, Desa
Beraban per tahun bersih
dapat bagian Rp 9 miliar.
Total pendapatan BP - —
Tanah Lot Rp 50 M
p e.xr tahun,” kata-
+ nhya. (013)
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KETUA DPRD Karan-
gasem Nengah Sumardi, S.E.,
M.Si. dalam sidang pa:

Dewan, Jumat (27/3) m,
menyerahkan rekomendasi
strategis terhadap lapqran
keterangan pertanggung-
jawaban Bupati Karangasem
akhir masa ]abatan 2010-
2015. Saat itu salah satu yang
disoroti Dewan yaknj selama
ini dari hasil audit BPK RI,
pengelolaan keuangan belum
pernah mendapat opini wajar
tanpa pengecualian (WTP). -

Karena itu, guna menmpal
WTP pengelolaan angga-
ran tahun berikutnya, lebih
ditingkatkan kualitasnya.
Peraturan pengelolaan ang-
garan mesti dipatuhi. Pen-
jabaran anggaran sampai ke
kebijakan umum anggaran
(KUA) sampai ke rancangan

APBD, seterusnya menladl program

agar konsisten.

Pada keputusan DPRD yang diba-
cakan anggota Dewan Ketut Badra,
juga disampaikan rekomendasi agar
pengelolaan APBD ke depan oleh
eksekutif mencerminkan prinsip he-
mat, efektif dan efisien. Persentase
anggaran pada sektor pendidikan dan
kesehatan sudah melampaui batas

minimal yang ditetapkan pemerintah,

pusat, ke depan agar dipertahankan,
bila perlu ditingkatkan terutama lebih
banyak untuk belanja modal. “Defisit
anggaran sudah tak melewati batas
maksimal yang ditentukan peraturan.
Itu perlu dipertahankan. Penempatan
program dan kegiatan dalam APBD

Bali Post

'REKOMENDASI Ketua DPRD Karangasem Ne-
ngah Sumardi (kanan) menyerahkan rekomenda-
si strategis Dewan terhadap laporan keterangan
akhir masa jabatan Bupati Wayan Geredeg.

agar tepat sasaran,” kata Badra.

Pemerintah diharapkan ke depan
mampu meningkatkan aloka31 ang-
garan untuk program pada sektor
real, belanja modal yang lebi
menyentuh kepentingan masyarakat
seperti pembangunan atau perbaikan
infrastruktur jalan, pengadaan air ber-
sih, irigasi lahan pertanian yangwselama
ini kerap krisis irigasi pe:

Menurut pihak DPRD Karangas-
em, pihak Pemkab Karangasem sebe-
narnya masih memiliki peluang cukup
banyak untuk menggali potensi daer-
ah guna meningkatkan pe atan
terutama membuka peluang pe uang
pendapatan yang diatur perda. “Perlu
jemput bola terhadap pengusaha atau
investor galian C yang belum memiliki

bt , 23 MAET soIS

S

fokus

D Karangasem Serahkan
Rekomendasi Strategis LKPJ

1zm agar mereka mengurus
izinnya, sehingga Pemkab
mehdapatkan pemasukan

. da.tﬁ pengurusan izin. Selama
uga banyak indikasi ke-

coran pajak atau retribusi,

rlu diintensifkan penagihan
11 pengawasannya. :
lanja daerah memang

dah terus meningkat, bah-

kan belanja selalu lebih besar
dari pendapatan daerah se-
hingga terjadi defisit minus.

. Belanja dirancang seperti itu
karena akan ditutupi dengan
pemblayaan lebih tahun sebe-

. lumnya, sehingga tak terjadi

utang.

1 lain pihak, Bupati
Wayan Geredeg mengata-
kan, catatan strategis dewan
terhadap laporan keterangan
pertanggungjawaban masa
. akhir jabatan Bupati 2010-
2015 sangat positif. Hal itu akan

- menjadi referensi bagi eksekutif tahun

berikutnya dan dijadikan pedoman da-
lam pengelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan selanjutnya di
Karangasem

Saat itu, Bupatl Geredeg juga
menyerahkan dua Ranperda untuk
dibahas dan disahkan Dewan yakni
Ranperda emlhhan Pengangkatan
dan Pemberhentian Perbekel, serta

Ranpex;da tentang Hari Jadi Kota

Amlapura. Dalam Ranperda terakhir

itu, diaj Hari Jadi Kota Amlapura
pada 22 Juni 1611. Hal itu hasil
seminar yang membahas penelusuran
terhadap sejarah masa lampau sampai

‘munculnya Kota Amlapura. (ad1)
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